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ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis teori maslahah
terhadap fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam
situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa merupakan sebuah alat yang dikeluarkan
olen MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam
setiap pengeluaran fatwa sangat sering terjadi berbagai macam respon masyarakat
muslim, ada yang pro dan ada yang kontra dalam menyikapi fatwa yang
dikeluarkan. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki implikasi yang
dapat mempengaruhi berbagai macam sektor dan bidang. Seperti Fatwa MUI No.14
Tahun 2021 tentang pembatasan shalat berjama’ah yang telah dikeluarkan oleh
MUI guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Ternyata dalam
pengeluaran fatwa ini menimbulkan banyaj sekali berdebatan didalamnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, peneliti mendapati bahwa
teori maslahah ini sangat sesuai dengan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu
maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah, maslahah tahsiniyyah. Dan maslahah
mestilah berasaskan kepada nas syarak dan bukannya berasaskan kepada akal
semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dimana dalam
pengumpulan data-datanya yaitu menggunakan metode pengumpulan data pustaka
(library reseach). Dan penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber-sumber
seperti Al-qur’an, jurnal, buku dan data elektronik lainnya. dan pendekatan yang
digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatife, menggunakan perspektif
maslahah dan analisis Hukum Tata Negara Darurat. Sebagai pisau untuk menjawab
segala permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran yuridis-normatif
maupun teoritis, pandemic Covid-19 bisa ditetapkan sebagai suatu keadaan darurat
oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden karena secara de facto maupun
de jure keadaan Pandemi Covid-19 harus ditangani segera mungkin untuk
mengembalikan keadaan negara normal dan ketidaktepatan penanganan covid-19
yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Hukum Tata Negara Darurat, Maslahah,
Fatwa MUI No 14 Tahun 2020
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MOTTO
“Allah tempat meminta segala sesuatu”

(Q.S. Al-iklas:2)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi Virus corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan
pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini
menular sangat cepat dan penyebarannya hampir kesemua Negara, Negara
Indonesia termasuk, dan penyebaran itu hanya butuh waktu beberapa bulan setelah
terjadinya virus ini di kota Wuhan. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa
memprediksi kapan berakhirnya pandemi covid-19 ini. Karena itu covid-19
merupakan pandemi global yang jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam
kalangan, khususnya masyarakat, serta melihat cepat tingginya tingkat penyebaran
yang begitu cukup mengharuskan Pemerintah untuk segera mengambil langkah
yang strategis. Dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk
mengatasi dampak dari covid-19. Dan karena hal tersebut beberapa negara
menerapkan kebijakan untuk mencegah virus ini.*

Karena hal itu pemerintah Indonesia mengharuskan untuk seluruh
masyarakat Indonesia melakukan social and physical distanching (jaga jarak),
lockdown, pemberhentian aktifitas masyarakat di kawasan publik serta menutup
akses transportasi dari kota lain ke kota lainnya hingga ke negara luar, hal ini

dilakukan untuk mencegah penyebaran virus agar tidak meluas. Pandemi covid-19

1 Muh Hasrul, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka
Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 (Juni), 2020,
hal. 386, Tersedia di https//journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10477, diakses pada tanggal 01
November 2020



ini telah memiliki pengaruh terhadap kehidupan khusunya dalam segi keagamaan.
Dalam mencegah penyebaran virus tersebut pihak aparatur pemerintah
mengeluarkan suatu aturan yang menganjurkan untuk umat beragama agar dapat
beribadah dirumah saja. Hal ini tertera pada peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka menerapkan
pencepatan penanganan covid-19.

Dalam mencegah penyebaran virus maka diberlakukannya beribadah
dirumah masing-masing, terutama di khususkan untuk wilayah daerah yang
berzona merah/wilayah yang menerapakan PSBB. Hal ini didukung oleh Fatwa
MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dimana tertera pada nomor 14 tahun 2020
mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 2020. Dengan
kepatuhan masyarakat dalam beribadah dan beragama agar wabah penyakit ini akan
segera hilang serta terputusnya mata rantai penyakit tersebut.?

Berkenaan dengan fatwa tersebut terdapat unsur yang menimbulkan
pertanyaan di dalamnya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan tidak
bolehnya umat islam menyelenggarakan shalat berjamaah dan berbagai kegiatan
yang melibatkan banyak orang dimesjid untuk sementara waktu, dengan catatan
kondisi di daerah yang didiami oleh umat islam berada pada zona merah, yaitu zona

di mana penyebaran covid-19 tidak terkendali.?

2 Zihan Fahiza (dkk), Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi
Covid-19, jurnal riset dan pengabdian masyarakat, vol 1, No 1, 2021, Tersedia di: https://journal.ar-
raniry.ac.id/index, diakses 10 agustus 2021, jam 09:15 WIB.

3 Redaksi lengkap Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada Fatwa Nomor
14 Tahun 2020 pada ketentuan hukum bagian kedua.


https://journal.ar-raniry.ac.id/index,%20diakses%2010%20agustus%202021
https://journal.ar-raniry.ac.id/index,%20diakses%2010%20agustus%202021

Dalam ajaran Islam, sebuah kebijakan atau peraturan haruslah membawa
kemaslahatan dengan disesuaikan pada apa yang ada di dalam syariat Islam.
Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan perspektif keislaman
untuk melihat apakah suatu kebijakan atau peraturan tersebut memberikan
kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan menggunakan perspektif
Maslahah. Oleh karena itu, penjelasan di atas perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui bagaimana Maslahah memandang kebijakan pemerintah dan peraturan
Fatwa MUI atas dilarangnya sholat di masjid era pandemi. Berdasarkan hal
tersebut, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Fatwa MUI Nomor 14
Tahun 2020 terkait Kebijakan Pemerintah atas Pembatasan Sholah Berjamaah di

Mesjid Bagi Umat Islam Indonesia Era Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka problem yang menarik
untuk dikaji dan dianalisis adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pandangan Hukum Tata Negara Darurat (HTND) Terhadap
Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatasan Sholat Berjamaah dimasjid Era
Pandemi?

2. Bagaimana Pandangan Maslahah terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a.

Ingin mengkaji bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Darurat
terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Pembatasan Shalat Berjamaah
Era Covid-19.

Mengetahui pandangan maslahah terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun

2020.

2. Kegunaan

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat

untuk peneliti maupun masyarakat umum. Kemudian di dalam penelitian ini

terdapat 3 kegunaan, yakni:

a.

Secara teoritis, diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah khazanah
keilmuan, khusunya tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi
terjadi wabah.

Dan secara praktis dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat bisa
memahami dan juga menerapkan apa yang difatwakan atau yang
dikeluarkan oleh kebijakan  pemerintah ~mengenai anjuran
melaksanakan ibadah ketika pandemi covid-19. Serta diharapkan bisa
memudahkan bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas fatwa
MUI tentang pelaksanaan ibadah ketika terjadinya pandemi.
Tentunya sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar

strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).



D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penulisan yang mirip dengan tema penelitian baik dari
makalah, tulisan-tulisan, jurnal, artikel bebas, dan telah ditemukan berbagai tulisan
yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya pertama, skripsi yang disusun oleh Syed Arif Asyraf mahasiswa
jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin, Jambi dengan judul” Analisi Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi
Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam
Situasi Terjadi Wabah Covid-19”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang
bagaimana pandangan magasid syariah Imam Al-syatibi terhadap fatwa MUI No
14 Tahun 2020. Dengan membagi magasid al-syariah kepada tiga bagian yaitu
maslahah dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah, dengan pelaksanaan analisis
tersebut sangat sesuai dengan fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yaitu ketentuan hukum
bagi menjaga jiwa daripada bahaya covid-19. Penelitian ini memiliki kesamaan
yaitu membahas fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah
dalam situasi terjadi wabah covid-19. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada
perspektif yang dikaji. Jika pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan
maqosid syariah Imam Al-Syatibi sebagai bahan untuk menganalisi, maka
penelitian ini menggunakan konteks maslahah.

Karya kedua, yaitu jurnal yang disusun oleh Zihan Fahriza dan Siti
Nurzalikha dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Sholat Berjamaah
dimasa Pandemi Covid-19”. Tulisan ini menjelaskan tentang kebebasan beragama

sesuai dengan HAM (hak asasi manusia) yang telah menjadi kontitusi dalam UUD



1945. Berdasakan undang-undang nomor 12 tahun 2005 dimana undang-undang
tersebut menyatakan mengenai hak masyarakat yang mana salah satunya
berkewajiban negara dalam menjamin kebebasan beragama. Karena dengan adanya
covid-19 membuat berbagai negara termasuk negara Indonesia harus merubah
kebebasan dalam beragama menjadi pembatasan dalam kegiatan terkait tentang
keagamaan. Hal inilah yang dilakukan guna mencegah penyebaran covid-19
dikalangan masyarakat Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah
dalam jurnal tersebut tidak menggunakan perspektif —maslahah dan tidak
menggunakan analisis fatwa MUI No 14 Tahun 2020.

Karya ketiga, yaitu skripsi yang disusun olen Ahmad Fahmi dengan judul
“Analisis Teori Maslahah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”.
Dalam Penelitian ini menggunakan metode dokumen, yaitu suatu cara untuk
pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan
dengan teori maslahah menurut Imam Al-Ghazali dan Fatwa MUI No 14 Tahun
2020. Perbedaan pada penelitian sebelumnya perspektif yang dipakai untuk
meneliti tidak sama meski sama-sama menggunakan teori maslahah, penelitian
sebelumnya hanya fokus kepada maslahah yang merujuk pada satu pandangan yaitu
pandangan Imam Al-Ghazali, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori
maslahah dengan berbagai pandangan. Persamaan pada penelitian ini menggunakan
objek permasalahan yang sama yaitu fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang

penyelenggaraan ibadah situasi terjadi covid-19.



Karya keempat, yaitu jurnal yang disusun oleh Abdul Syatar, dkk dengan
judul “Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019
(Covid-19)”. Dalam penelitan ini membahas tentang figh di tengah pandemi,
pemahaman kaidah yang kaitannya dengan masa pandemi. Hukum islam
memberikan pilihan ruksah ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan salat
dimesjid. Di sisi lain umat islam dituntut untuk lebih memahami figih di tengah
wabah dengan tidak meninggalkan figih konvensional. Perbedaan nya dengan
penelitian ini adalah penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif
maslahah serta analisis fatwa MUI No 14 Tahun 2020, namun ada kesamaan dalam

penelitian ini yakni membahas tentang beribadah di tengah wabah covid-19.

E. Kerangka Teoritik

Teori dalam penelitian adalah peran yang sangat penting dan berguna untuk
menjelaskan atau menginterpretasi suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari
penelitian.* Dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Teori Hukum Tata Negara Darurat

Istilah kata darurat senada dengan kata al-dlarurat (arab) yang berasal
dari kata “dlarar” artinya kondisi yang tidak dapat dihindari. Dalam kamus
besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefiniskan kata darurat sebagai keadaan
sukar (sulit) yang tidak diketahui kehadirannya dimana memerlukan

penanggulagan dengan segera; keadaan terpaksa’ dan keadaan sementara.

4 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), him. 184-185.



Contoh seperti keadaan darurat dalam menangani penyebaran virus covid-19
pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasi situasi darurat
tersebut.®

Herman Sihombing mendefinisikan keadaan bahaya sebagai
serangkaian pranata dan wewenang Negara secara luar biasa dan istimewa
untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang
mengancam dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut
perundang-undangan dan hukum umum biasa. Sementara, menurut Jimly
Asshiddigie mendefinisikan state of emergency sebagai keadaan bahaya yang
tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut Negara agar bertindak
dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku
dalam keadaan normal.®

Secara prinsip pembentuk UU tidak akan mampu memprediksi suatu
undang-undang yang sedang dibentuk akan mampu menyelesaikan persoalan
dikemudian hari. Demikian pula datangnya suatu keadaan yang mengancam
kehidupan bernegara, niscaya tidak dapat diprediksi kapan datang dan
berakhirnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya Negara menyiapkan
berbagai instrument hukum yang memang disiapkan untuk menghadapi hal
tersebut. Pengaturan tersebut dibuat baik dalam konstitusinya maupun dalam
undang-undang biasa. Dalam tulisannya, Tom Ginsburg dan Mila Versteeg,

mengemukakan bahwa secara umum ada tiga opsi yang dilakukan oleh Negara-

5 “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
6 Riski Bagus Prasetio mengemukakan dari Asshiddigie, Hukum Tata Negara Darurat. Hal 7-8. Jurnal
limiah Kebijakan Hukum. Vol, 15, No 2 Juli 2021. 327-346.



negara di dunia dalam menanggulangi krisis covid-19 yakni dengan cara (i) the
declaration of state of emergency under the constitution (ii) the use of existing
of new emergency legislation dealing with public health or national disasters
(iii) the passing of new emergency legislation.’

Secara teoritis, hal diatas berkaitan dengan doktrin dualism konstitusi.
Dalam konstitusi selain berisi hukum yang berlaku normal sebagai pelindung
hak dan kebebasan, dan disisi lain berisi system hukum yang berlaku dalam
keadaan darurat. Dan oleh karenya hukum darurat dapat membenarkan
pemerintah melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan yang luar
biasa dengan syarat melalui ketentuan keadaan darurat konstitusional.
2. Teori Maslahah

Maslahah berarti ash-shalah (kemaslahatan), kata Maslahah
merupakan bentuk tunggal kata al-mashalih. Segala sesuatu yang di dalamnya
mengandung kemanfaatan. Sehingga itu, kata Maslahah juga diartikan sebagai
segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan bagi umat
manusia. Maslahah adalah sesuatu yang di pandang baik menurut akal sehat
karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan
bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
Adapun pengertian maslahah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari
para ulama’, antara lain:

Al-Ghazali memberikan definisi maslahat menurut makna asalnya

berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/hal-hal yang merugikan. Akan

7 1bid, hal. 334.
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tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat atau menghindar
dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk
terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan
maslahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam. Tujuan hokum Islam
yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang
mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut maslahat; dan setiap
hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat.

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan
Maslahah ialah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan
kemafsadahan dari manusia.

Al-‘lez Ibn Abdi al-Salam memberikan arti, Maslahah menurut urf’
(pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa
kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang
memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, maslahat adalah sebab
yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syari’, baik dalam bentuk
Ibadah maupun adat/mu’amalat. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua:
(1) maslahat yang dikehendaki oleh syari’ sebagai hak prerogative-Nya seperti
Ibadah, dan (2) maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan
makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka. Maslahah didasarkan
bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kenikmatan dan

sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.®

8 Wulan Difitri, “Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al-maslahah,”Skripsi UIN Lampung
(2021), him. 40.
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Beberapa kaidah-kaidah ushul figh yaitu ilmu yang mengkaji tentang
dalil-dalil figh yang pembahasannya digunakan untuk menetapkan hukum-
hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Berikut beberapa

kaidah yang berkaitan dengan judul peneliatan:®

\AJQJ\JP}AJ’J\@)}J:}?SQ‘ 1

Contoh kaidah ini ialah alasan diharamkannya arak (khamr) adalah
karena memabukkan. Jika kemudian terdeteksi bahwa arak tidak lagi
memabukkan seperti khamr yang telah berubah menjadi cuka maka halal. Sama
seperti halnya dengan penelitian ini ialah pemerintah melarang umat islam
Indonesia sholat dimesjid karena dengan alasan meminimalisir perkembangan
dan penyebaran virus covid-19.

aldl) (e Juadl gamiall il 2

Aalie¥) L 9 3 JuaY) 3

Maksud dari kaidah ini adalah ketika ragu akan besar kecilnya kadar
emas yang digunakan untuk menambal suatu benda maka hukum benda
tersebut boleh digunakan. Artinya ialah sholat dimesjid adalah sunnah
muakkad yaitu sunnah yang sangat wajib dianjurkan untuk dilakukan tiap
muslim. Namun jika sholat dimesjid pada era pandemi ini adalah suatu
keharusan umtuk tidak mengerjakan sholat diemsjid karena alasan-alasan

tertentu seperti guna mencegah penyebaran virus covid-19 maka yang tadi

2020.

9 Santri Pondok Pesantren Sunan Bejagung, “40 Kaidah Ushul Figh Beserta Contohnya”, 20 Maret
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hukum dasarnya sunnah muakkad menjadi diperbolehkan untuk tidak sholat
dimesjid.

Dalam hal ini, yang menjadi indikator adalah seberapa besar kebutuhan
manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Termasuk
keberanian pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan demi mencapai
kehendak masyarakat yang bertujuan untuk hidup maslahah (sejahtera). Dalam
hal ini, upaya pemerintahan mengeluarkan kebijakan atas larangan sholat di
masjid era pandemi bagi umat Islam Indonesia. Sejalan dengan kebiasaan para

sahabat Nabi SAW yang pada masanya pernah memimpin.

F. Metode Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Hak Imunitas hukum para
pejabat negara khususnya para anggota parlemen yang menduduki Lembaga
Legislatif dalam perspektif maslahah. Untuk menjawab persoalan tersebut, berikut
aspek metodologis yang akan digunakan oleh peneliti:
1. Jenis Penelitian
Secara metodologis penelitian ini  termasuk jenis penelitian
kepustakaan (Library research).’® Karena sumber data yang digunakan adalah
data kepustakaan, baik berupa buku atau bentuk tulisan lain. Penelitian ini
adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Jenis penelitian ini berusaha menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa itu

terjadi, dan apa hubungannya dengan fakta lainnya.*!

0K artini Kartono,Pengantar Metodologis Riset Sosial,(Bandung:MundurMaju,1990),him.33
lda Bagoes, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial,
('Yogyakarta:PustakaPelajar,2008),him.30
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif-analisis. Maksudnya adalah
menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses
analisis. Penelitian deskriptif analitik bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang
berlaku. Di dalamnya ada upaya menggambarkan, menjelaskan, menganalisa,
dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi.*?
3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan
ialah penelitian kepustakaan (Library research). Dalam hal ini penulis
berupaya mengumpulkan data menyangkut hak imunitas hukum. Karena
banyaknya sumber data yang diperoleh, Oleh karena itu data yang digunakan
dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer merupakan sumber utama. Sumber primer penelitian ini yaitu
Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020, sedangkan sumber sekunder lainnya berupa
buku-buku, penelitian atau tulisan lain yang terdekat dengan sumber primer.
4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni
penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga

dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.t®

12Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta:Bumi Aksara,1990),hIm.26.
13sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1984), him. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS FATWA MUI NOMOR
14 TAHUN 2020 TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS LARANGAN
SHOLAT DIMESJID BAGI UMAT ISLAM INDONESIA ERA PANDEMI
COVID 19 PERSPEKTIF MASLAHAH”. Maka sistematika penulisan yang
digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Bab yang berisikan Pendahuluan, dimana dalam
pendahuluan itu adalah berisikan atau untuk mengutarakan, mengantarkan
pembahasan skripsi secara mendalam. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran
umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, sebagai landasan teori yang akan dibahas dari masalah yang
akan dibahas, mengulas mengenai Teori Hukum Tata Negara Darurat serta
Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan sholat berjamaah dimasjid
menggunakan perspektif maslahah.

Bab ketiga, berisikan pembahasan yang mengenai peraturan fatwa MUI dan
kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan sholat berjamaah dimasjid bagi umat
Islam Indonesia di era pandemi covd-19, yang meliputi pengertian pandemi dan
covid-19, undang-undang dan kedudukan fatwa MUI, serta pelaksanaan tentang
kebijakan pemerintah tersebut.

Bab keempat, berisi pandangan Hukum Tata Negara Darurat terhadap

kebijakan pemerintah tentang pembatasan sholat dimasjid era pandemi dan
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kebijakan pemerintah dalam perspektif maslahah, yang meliputi fungsi dan
kegunaan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, serta penerapan peraturan dan
kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah situasi wabah covid-19.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari

penalaran-penalaran sebelumnya, saran, serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam pembahasan ini, penulis

menyimpulkan bahwasanya sebagai berikut:

1.

Pada teori Maslahah Mursalah tersebut adalah masih sangat relevan untuk
digunakan dalam menentukan dan mengeluarkan Fatwa dan juga
bertepatan dengan Majelis Ulama Indonesia. Ada terdapat tiga pembagian
yaitu dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Imam Ghazali berpendapat
bahwa mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan adalah
dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara tujuan dan kehendak syarak.
Fatwa maupun kebijakan yang telah dikeluarkan telah berperan dalam
memberi pedoman kepada umat Islam Indonesia mengenai
penyelenggaraan pembatasan Ibadah saat terjadi wabah virus corona
(covid-19). Dan dalam konteks keindonesiaan penerapan teori maslahah
mursalah sangat relevan pada keputusan fatwa MUI No 14 Tahun 2020
yaitu tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah
Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghindari terpapar
Covid-19 yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Hal ini karena
fatwa ini juga mewajibkan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap
hal yang dapat menyebabkan penyebaran ataupun terpaparnya penyakit.

Pada teori Hukum Tata Negara Darurat terhadap fatwa MUI ini juga tetap

bermuara bahwa harus kesesuaiannya dengan syariat Islam.

65



66

Kesesuaiannya dengan teori HTND ini adalah dimana definisi Teori ini
adanya bahaya Negara yang patut di hadapi dengan upaya luar biasa,
maksudnya adalah upaya yang luar biasa dengan kebijakan pemerintah
tentang pembatasan shalat berjamaah dan juga Fatwa MUI dengan tujuan

mencegah adanya penuluran virus.

B. SARAN
Di akhir pembahasan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang

diharapkan berguna bagi kita, kepada umat Islam harusnya mentaati ketentuan
hukum dan pedoman berkaitan penyelengaraan ibadah yang melibatkan ruang
publik dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Perkara ini adalah bagi mencegah
penularan serta melindungi jiwa daripada bahaya COVID-19.Di samping itu,
penulis ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang
munimbulkan kepanikan dalam masyarakat dan perbuatan yang merugikan publik
seperti menyebarkan berita hoax tentang COVID-19 serta panic buying.dalam
situasi menghadapi wabah COVID-19.Kemudian dalam hal pembatasan melakukan
sholat berjamaah di masjid, seorang muslim yang berada di daerah penyebaran
virus corona sudah seharusnya menjaga dirinya dari wabah dengan cara tidak
melaksanakan aktivitas peribadahan yang bersifat masal seperti shalatberjama’ah.
dalam hal ini pula, seorang muslim selain perduli dengan dirinya sendiri juga harus
perduli dengan sesama. Ini adalah konsep atau merupakan wujud atas pelaksanaan

hak asasi manusia yang dimana hak bersama lebih penting dibanding hak individu.
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